BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana 

R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa  perbuatan pidana itu dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.
 R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang  bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

Mahrus Ali menyebutkan  strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
 Utrech menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/normovertreding) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 

Andi Hamzah menyebutkan bahwa pidana adalah kelakukan yang diancan dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

Diancam dengan pidana oleh hukum.

Bertentangan dengan hukum.

Dilakuan oleh orang yang bersalah.

Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

R. Soesilo dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau  diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.
 Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.

Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.

Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. 

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila   perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Melawan hukum

Merugikan masyarakat

Dilarang oleh aturan pidana

Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Tindak Pidana Makar
Makar berasal dari kata aanslag (Belanda), yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan. Istilah aanslag terdapat dalam KUHP yakni Pasal-Pasal 87, 104, 105, 106, 107, 130, 139a, 139b, 140. (Pasal 105 dan 130 dianggap tidak berlaku berdasarkan UU (Drt) No. 1 Tahun 1946).
 Arti dari makar itu sendiri sebenarnya adalah suatu pengertian khusus yang berhubungan erat dengan syarat-syarat (dua syarat saja) dari 3 syarat yang ada dalam hal untuk dapat dipidananya suatu percobaan melakukan kejahatan (poeging tot misdrijf is strafbaar) sebagai mana dimuat dalam Pasal 53 KUHP.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 53 ayat (1) merumuskan yakni: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri’.

Ada 3 syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan kejahatan (poeging tot misdrijf), yaitu:


Adanya niat (voornemen);

Adanya permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering);

Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya. 

Tindak pidana makar terdiri dari beberapa macam bentuk tindak pidana seperti misalnya tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa presiden atau wakil presiden dan tindak pidana makar yang bertujuan untuk memisahkan atau memisahkan diri seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah kekuasaan asing atau bermaksud merobohkan atau menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.

Kejahatan makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP terdiri dari 3 bentuk, yaitu :
Pasal 104 KUHP merumuskan: “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.

Menurut Adami Chazawi bahwa makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintahkan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun". Sebagaimana dalam pasal tersebut memuat tindakan pidana makar berupa makar yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, atau dengan tujuan menjadikan mereka tidak dapat menjalankan pemerintah sebagaimana mestinya
. Di dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa objeknya adalah kepala negara yaitu Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 106 KUHP menyebutkan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.

Kejahatan yang mengancam atau menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara adalah bentuk kejahatan makar, keamanan dan keutuhan wilayah negara wajib dipertahankan. Terjaminnya keamanan dan keutuhan wilayah negara hal merupakan bentuk dari integritas suatu negara. Dalam kejahatan makar pada Pasal 106 KUHP yang menjadi obyek kejahatan adalah keutuhan wilayah Negara RI, yaitu:

Melakukan perbuatan dengan meletakkan seluruh atau sebagian wilayah RI kedalam kekuasaan musuh atau negara asing.

Melakukan perbuatan dengan memisahkan sebagian wilayah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 107 KUHP menyebutkan;

Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Tindak pidana makar di Indonesia terbagi atas dalam beberapa fase-fase yang pernah terjadi di Indonesia. Fase tersebut memuat instrumen hukum yang dikeluarkan pemerintah dan berkaitan dengan tindak pidana makar. Adapun fase-fase tersebut terdiri dari 4 (empat) fase yaitu fase pertama pada tahun 1866-1946, fase kedua pada tahun 1946-1963, fase ketiga pada tahun 1963-1999, dan fase terakhir yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang. Pengaturan tindak pidana makar di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari fase pertama sampai dengan fase terakhir.

Fase pertama, instrumen hukum yang digunakan adalah Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan WvS Belanda yang diadopsi pemerintah Indonesia, jadi otomatis perumusan mengenai tindak pidana makar yang sebelumnya dalam WvS digunakan juga oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia mengikuti rumusan pengaturan tindak pidana makar negara kolonial.

Fase kedua, instrumen hukum yang digunakan pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 muncul disebabkan oleh gejolak gejolak politik dan sosial dalam negeri yang timbul pasca kemerdekaan, pengaturan tindak pidana ini cenderung lebih difokuskan untuk meminimalisir gejolak-gejolak didalam negeri dengan sikap pemerintah yang reaktif.

Fase ketiga, instrumen hukum yang digunakan pemerintah adalah Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang selanjutnya dijadikan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 dan kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversiv (UUPKS). Pada fase ini pemerintah kembali menegaskan kedudukan instrumen hukum yang dikeluarkan pada orde lama sebagai alat untuk mengamankan pemerintah pasca revolusi kemerdekaan. Keadaan pada fase kedua jauh berbeda dari fase ketiga Dimana keadaan sosial dan politik cenderung sudah bebas dari pengaruh luar seperti pada masa orde lama yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pihak kolonial. Pada fase ketiga ini yaitu pada masa orde baru hukum khusunya dalam regulasi tindak pidana makar dimanfaatkan penguasa sebagai legitimasi segala tindakan untuk mengamankan kebijakan yang diambil pada masa itu, selama 32 tahun orde baru mengamankan roda pemerintahan dengan adanya pemusatan kekuasaan.
 

Tindak pidana makar pada fase ketiga lebih cenderung represif dengan menggunakan wajah pemerintahan yang menjunjung tinggi asas-asas konstitusional dengan membuat instrumen hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Fase keempat, pada fase ini perubahan terjadi secara signifikan dari fase-fase sebelumnya. Pada fase keempat wacana untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 muncul. Menjelang akhir masa Presiden Soeharto, ada seruan kuat dari kalangan masyarakat terutama civil society untuk lebih meningkatkan pelaksanaan hak politik, dan agar stabilitas yang memang diperlukan untuk pembangunan yang berkesinambungan, tidak menghambat proses demokratisasi.22 Pada fase keempat dimunculkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 yang dikenal sebagai Undang-Undang Anti Subversi tentang Pencabutan UUPKS hal tersebut diharapkan dapat menjadikan kebebasan dijunjung tinggi dakan rangka meningkatkan konsep negara hukum dan demokrasi yang didalamnya mencakup hak-hak asasi manusia yang pada rezim-rezim sebelumnya tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Keadaaan-keadaan di masa lampau menjadi pelajaran penting dalam pemerintah membuat kebijakan yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia dan tertib hukum di suatu negara. Fase keempat atau era reformasi dapat dikatakan bahwa kebebasan-kebebasan warga negara dan proses demokrasi menjadi salah satu faktor utama yang difokuskan pada era ini. Selain itu fase keempat memunculkan wacana instrument hukumbaru sebagai pengganti UUPKS yang dianggap sebagai salah satu bentuk pengaturan tindak pidana makar pada era kekinian yang disebut rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional.

Pengaturan tindak pidana makar pada fase keempat dan pada era kekinian, upaya pemerintah dalam melakukan pembarahuan hukum yaitu dengan merumuskan instrumen hukum Undang-Undang Keamanan Nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yaitu hak- hak warga negara dan kebutuhan pemerintah dengan memerlukan upaya keselamatan dan keamanan negara. Tetapi sampai saat ini pun, masih dijumpai indikasi kembalinya kekuasaan status quo yang ingin memutarbalikan ke arah demokrasi Indonesia kembali ke periode sebelum era reformasi.

Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Makar
Permufakatan jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Permufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 menyebutkan : Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. 
 Sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan belum masuk dalam pengertian Permufakatan jahat.

Permufakatan jahat adalah suatu perencanaan yang disertai dengan kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan bahwa tindakan yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi tindak pidana. Unsur-unsur yang penting dalam Permufakatan jahat yaitu adanya dua orang, adanya kesepakatan dan niat, adanya maksud dan tujuan, namun jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi dari pasal yang didakwakan, maka penerapan pasal mengarah kepada keikutsertaan (deelneming) Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yakni :

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan beserta akibat.

Selanjutnya dalam Pasal 56 KUHP : Dipidana sebagai pembantu kejahatan yakni :

Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa adanya tindak pidana penyertaan, bukan hanya satu orang saja yang melakukan perbuatan melainkan terdiri atas beberapa orang, tetapi tidak setiap orang yang terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat dikatakan peserta dalam perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai peserta dalam perbuatan pidana, yaitu sebagai orang orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut melakukan (medepleger), dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan (uitlokker), dan membantu melakukan (medeplichtig), selain dari jenis peserta tersebut peserta lain tidak dapat dipidana.

Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (delict) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (deelneming) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda beda sifat dan bentuknya. 

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Andi Hamzah mengatakan deelneming ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.
 Sedangkan menurut Moeljatno berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang.

Menurut Van Hamel penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri. Utrecht, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Eka putra juga mengemukakan, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.

Penyertaan (Deelneming) dalam KUHP ditemukan pengaturannya pada Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP, dan Pasal 57 KUHP yang merupakan ketentuan-ketentuan yang ditempatkan pada Buku I KUHP. Pasal 55 KUHP yang menjadi ketentuan inti penyertaan menyatakan sebagai berikut : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan  sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.  Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai: 

Yang melakukan; 

Yang menyuruh melakukan; 

Yang turut melakukan; 

Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan; 

Yang membantu melakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP, klasifikasi pelaku ialah sebagai berikut: yang melakukan (pleger), yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi empat klasifikasi pelaku, yaitu yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan, dan yang menganjurkan. 

Menyuruh melakukan (doen plegen), yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi tidak melaksanakannya sendiri menyuruh orang lain untuk  elaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana.

Berikutnya ialah yang turut serta melakukan (medepleger) yaitu yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk turut serta, antara lain ialah: 

Adanya kerjasama secara dasar dari setiap pelaku tanda perlu ada kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; 

Adanya kerjasama pelaksana secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal : 

Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik.

Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi mempergunakan orang lain mewujudkan delik tersebut.

Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain membantu orang itu dalam mewujudkan delik. 

Deelneming menurut sifatnya dalam ilmu hukum pidana (doktrin), terdiri atas:

Deelneming yang berdiri sendiri 

Deelneming yang tidak berdiri sendiri.

Pembagian ini didasarkan pada sifat pertanggungjawaban antara para peserta. Apabila deelneming yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri. Sedangkan bentuk deelneming yang tidak berdiri sendiri atau biasa disebut accessoire deelneming pertanggungjawaban dari para peserta yang satu digantungkan kepada perbuatan peserta yang lain. Apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum maka peserta yang satu juga dapat dihukum.

Menurut JE Sahetapy, untuk memasukkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.

Turut serta melakukan perbuatan pidana pembunuhan (deelneming) menurut KUHPidana, yaitu terlibatnya seseorang atau lebih pada saat orang lain melakukan perbuatan pidana, atau suatu perbuatan delik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih seperti dalam kasus tindak pidana makar.
Pasal 110 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa;  “Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut”.

Untuk mengetahui delikpermufakatan jahat perlu diketahui rumusan dari Pasal-Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP.
Permufakatan jahat dalam Pasal 104 KUHP.
Pasal 104 KUHP menyebutkan;  “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun”.

S. R. Sianturi mengatakan “apa yang dimaksud dengan makar tidak diatur dalam KUHP. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 87 KUHP adalah kapan dikatakan adanya suatu makar”.
 Dalam Pasal 87 KUHP hanya memberikan keterangan bahwa, makar dikatakan ada apabila untuk melakukan suatu perbuatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dalam Pasal 53 KUHP.

Berdasarkan Pasal 104 KUHP syarat agar dapat dipidana yaitu harus adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dalam Pasal 87 KUHP yang dinyatakan bahwa ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP.

Apabila  Pasal 104 KUHP dihubungkan atau di-juncto-kan dengan Pasal 110 ayat (1) KUHP maka syarat tersebut yaitu harus adanya permulaan pelaksanaan menjadi tidak berlaku lagi karna hal tersebut sudah menjadi suatu delik selesai (vooltooid delict) apabila ada dua orang atau lebih yang stekah malaukan kesepakatan untuk membunuh, merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan memerintah Presiden atau Wakil Presiden.
Permufakatan jahat dalam Pasal 106 KUHP
Pasal 106 KUHP menyebutkan;“Makar dengan maksud supaya seluruh atau Sebagian  wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun”.
Supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh.

Adapun maksud dari menyerahkan seluruh bagian wilayah bagian negara ke tangan musuh yaitu bermaksud agar Negara Indonesia yang berdaulat berakhir yang kemudian akan menjadi negara yang berada dibawah penjajahan negara lain. Maksud dari kata “sebagian” adalah tidak seluruh bagian Negara Indonesia yang jatuh melainkan bagian tertentu seperti misalnya pulau jawa atau bagian lebih kecil dari pulau jawa.
Supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara.

Memisahkan sebagian wilayah dari negara yang berdaulat memliki arti yaitu membuat negara tersebut yang memisahkan diri agar bisa berdaulat sendiri, seperti misalnya wilayah Maluku menjadi Republik Maluku Selatan.
Permufakatan jahat dalam Pasal 107 KUHP

Pasal 107 KUHP menyebutkan; “Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (ayat 1), dan bahwa para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun (ayat 2)”.

Pasal 88 KUHP menyebutkan bahwa dengan penggulingan pemerintah dimaksudkan meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Pengertian meniadakan atau menghancurkan bentuk pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, menurut R. Wirjono Prodjodikoro yaitu, menghapuskan keseluruhan bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang dan menggantikannya dengan bentuk lain secara keseluruhan, contohnya seperti bentuk Negara Republik menjadi bentuk Negara Kerajaan, atau contoh lainnya seperti mengahapus Undang-Undang Dasar secara keseluruhan dan menggantikannya dengan yang baru.

Permufakatan jahat dalam Pasal 108 KUHP.

Pasal 108 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun : 

Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata; 

Orang yang dengan maksud melawwan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata”.

Pasal 108 ayat (2) KUHP menyebutkan; “Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15 tahun” Jadi ayat yang berkenan dengan delik permufakatan jahat yaitu ayat (1), diancam dengan pidana penjara selama 15 tahun:

Orang yang mengadakan permufakatn jahat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia dengan menggunakan senjata; 

Orang yang mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan penyerbuan bersama-sama atau bergabung dengan gerombolan yang melawan Indonesia.

� R. Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Sumur, Bandung, 2013, h. 123


� M. Hamdan. Tindak Pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015. h. 9


� Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h. 54


�Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 98.


� E. Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Jakarta, 2015, h. 253


� Andi Hamzah, Op.Cit,  h. 88


� M. Hamdan. Op.Cit, h. 9-10


� Ibid,  h. 10.


� Ibid.


� Jazim Hamidi dan Aan Eko Widiarto, “Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia”,  Jurnal Ilmiah Vol. 1 No.1 Thn 2023, h.44.


� Fauzan Hamsyah Permana, Eko Soponyono dan RB Sularto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar Di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 5 No. 4, Tahun 2024 h.81


� Erdianto Effendi, “Makar Dengan Modus Menggunakan Media Sosial”, Jurnal Ilmiah, Vol.10 No.9 Thn 2022, h.419.


� Bayu Dwiwiddy Jatmiko, “Periodisasi Pengaturan Kejahatan Keamanan Negara di Indonesia”, Jurnal Legality Vol.1 o.2, Tahun 2022, h.828


� Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.63.


� Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.90..


�Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 98.


� Ibid, h.99.


	� EY. Kanter, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonnesia Dan Penerapanny, Storia Grafika, Jakarta, 2012, h. 336.


	� Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2014, h. 105  


	� Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.45.


	� Mohammad Eka putra dan Abdul Khair,Percobaan dan Penyertaan., USU Press, Medan, 2019, h 40.  


	� Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 54


	� 9Lobby Luqman, Teori Penyertaan Tindak Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.29


	� Ibid, h.30.


	� Ibid, h.31.


	� Mohammad Eka putra dan Abdul Khair,Op.Cit, h.42.


	�Nur Asizah dkk., Hukum Pidana Materiil dan Formil, Usaid, The Asia Foundation, dan Kemitraan Patnership, Jakarta, 2018, h. 429  


	� Ibid, h.130.


� SR. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan. Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2022, h.77.


� R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, h.84.





[image: image1.png]


